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KEMENPORA. Fasilitasi. Kewirausahaan
Pemuda. Pemberian. Pencabutan

PERATURAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 0944 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan
Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan
Prasarana dan Sarana Kepemudaan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara
Pemberian  Fasilitasi Pengembangan  Kewirausahaan
Pemuda;

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 148 Tahun 2009; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan
Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5238);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja
Lembaga  Permodalan  Kewirausahaan  Pemuda
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151
Tahun 2013; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5444);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang
tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

6. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode
penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam
belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan
mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk
pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah
daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan
mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah
wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha
muda yang mandiri.

Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
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6. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang kepemudaan.

9. DMenteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda
dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan
kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi
kepemudaan, dan/atau masyarakat secara terstruktur dan sistematis
dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 3

Tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda
bertujuan memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan fasilitasi
pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat untuk
mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda
secara efektif dan efisien.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Dbentuk kegiatan fasilitasi;

b. tatacara pelaksanaan kegiatan fasilitasi;
c. peran organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat;
d. pendanaan;
e. monitoring dan evaluasi.
BAB III
BENTUK, TUJUAN, DAN JENIS FASILITASI
Pasal 5

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui :
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(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

pelatihan;
pemagangan;
pembimbingan;
pendampingan;
kemitraan;
promosi; dan/atau
bantuan akses permodalan.
Pasal 6

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian
sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga)
jenis, yaitu:

a. pelatihan dasar;
b. pelatihan penguatan usaha; dan
c. pelatihan pengembangan usaha.

Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna
membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan
menyusun rencana usaha (business plan).

Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna
membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola
usaha.

Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan
usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi
pengembangan usaha.

Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman
mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan
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mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses
produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.

Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua)
jenis, yaitu:

a. pemagangan umum;
b. pemagangan tematik.

Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna
memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara
mengelola usaha baru.

Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya,
guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai
pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan,
teknologi, dan/atau manajemen.

Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri
pada lembaga pemerintah atau swasta.

Pelaksanaan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya
dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi,
membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku
yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.

Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pembimbingan insidentil;

b. pembimbingan intensif.

Pembimbingan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta

dengan pembimbing (coach) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
peserta.

Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan
evaluasi antara peserta dengan pembimbing (coach) secara berkala.

Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (coach) yang memiliki
sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



